
 

  

BERITA NEGARA 
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No.1447, 2018 KEMEN-DPDTT. Pedoman ABK. 

 

PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   bahwa untuk merencanakan kebutuhan pegawai pada setiap 

jenjang jabatan dan penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

4. Peraturan   Presiden  Nomor  12  Tahun  2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI DESA,   PEMBANGUNAN    DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN 

ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI. 

 

Pasal 1 

Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

yang selanjutnya disebut Pedoman ABK adalah acuan bagi 

setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam 

melaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. 

 

Pasal 2 

Pedoman ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 3 

Analisis Beban Kerja wajib dilaksanakan oleh masing-masing 

Unit Kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal 

melalui Biro yang menangani bidang organisasi dan tata 

laksana. 

 

Pasal 4 

Hasil Analisis Beban Kerja ditetapkan oleh masing-masing 

pimpinan Unit Kerja Eselon I setelah mendapat persetujuan 

dari Sekretaris Jenderal. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 September 2018 

 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  

TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

                  EKO PUTRO SANDJOJO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 18 Oktober 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi 

nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi secara berkesinambungan melaksanakan penataan di 

bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Perbaikan di 

bidang kelembagaan dilakukan agar organisasi dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. Untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien 

diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang 

proporsional sesuai dengan kebutuhan. 

Analisis beban kerja merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya 

manusia sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-

masing jabatan. Hasil analisis beban kerja yang berupa norma waktu 

penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, serta standar beban kerja 

dan prestasi kerja digunakan sebagai tolok ukur bagi pegawai/unit kerja 

dalam melaksanakan kegiatannya. Disamping itu, hasil analisis beban 

kerja juga bermanfaat bagi penyusunan formasi pegawai, penyempurnaan 

sistem prosedur kerja, dan berbagai aspek manajemen lainnya, seperti 

dalam meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya 

dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, dan 

pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, 

ketatalaksanaan, maupun kepegawaian. 

Mengingat manfaat dan kegunaan analisis beban kerja, 

pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit kerja di lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Agar analisis beban 

kerja dapat dilaksanakan dan menghasilkan perhitungan kebutuhan 

pegawai yang proporsional, maka disusunlah pedoman tentang 

pelaksanaan analisis beban kerja dengan tujuan agar semua unit kerja 

memiliki acuan dan mengetahui tata cara pelaksanaan analisis beban 

kerja secara efektif dan efisien. 
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B. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup 

1. Tujuan pedoman ini, yaitu agar semua unit kerja dapat mengetahui 

tata cara melaksanakan analisis beban kerja; 

2. Sasaran pelaksanaan analisis beban kerja, yaitu untuk memperoleh 

informasi tentang jumlah kebutuhan pegawai, efisiensi dan prestasi 

kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan, serta 

pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur 

negara; dan 

3. Ruang lingkup analisis beban kerja meliputi beban kerja seluruh 

produk yang dihasilkan oleh unit kerja. 

 

C. Manfaat Hasil Analisis Beban Kerja 

Hasil dari analisis beban kerja dapat dipergunakan untuk keperluan 

sebagai berikut: 

1. penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 

2. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 

3. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 

4. sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 

5. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan 

Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi 

jabatan struktural; 

6. menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan 

beban kerja organisasi; 

7. program mutasi pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit yang 

kekurangan; 

8. program promosi pegawai; dan 

9. bahan penyempurnaan program pendidikan dan latihan. 
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BAB II 

METODE ANALISIS BEBAN KERJA 

 

A. Pengertian 

1. Analisis beban kerja adalah metode yang digunakan untuk 

menentukan jumlah waktu, usaha, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. 

2. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang 

harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 

3. Standar kemampuan rata-rata pegawai atau standar prestasi rata- 

rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukan ukuran 

energi rata-rata yang diberikan oleh seorang pegawai untuk 

memperoleh satu satuan hasil. 

4. Perhitungan beban kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan 

waktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan (qualified) 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar 

prestasi yang telah ditetapkan. 

5. Volume kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus/dapat 

diselesaikan dalam waktu satu tahun. 

6. Hasil kerja adalah output/produk dari tugas dan fungsi yang 

dijalankan oleh pegawai/organisasi setiap tahunnya. 

7. Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata 

dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang 

pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses 

penyelesaian pekerjaan. 

8. Jam kerja kantor adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Waktu kerja efektif (menit) adalah jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas, yaitu jam 

kerja kantor dikurangi waktu luang. 

10. Waktu luang adalah jam kerja yang diperkenankan untuk 

dipergunakan secara tidak produktif. 

11. Unit pelaksana adalah unit kerja yang secara fungsional mempunyai 

tugas dibidang kepegawaian dan organisasi pada setiap Unit Kerja 

Eselon I. 
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B. Alat Ukur 

Sebelum melakukan analisis beban kerja, terlebih dahulu ditetapkan alat 

ukur yang jelas agar analisis beban kerja dapat dilakukan secara 

transparan dan objektif. 

Alat ukur dimaksud adalah jam kerja yang harus diisi dengan pekerjaan 

untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak 

(benda/jasa). 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari 

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, jam kerja instansi pemerintah 

adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan rincian:  

1. Senin – Kamis 07.30 – 16.00 

Waktu istirahat 12.00 – 13.00 

2. Jum’at 07.30 – 16.30 

Waktu istirahat 12.00 – 13.30 

Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu 

kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti makan, sholat, 

dan sebagainya, yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah jam kerja. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai 

Negeri Sipil, jam kerja efektif setelah dikurangi waktu luang adalah 

sebagai berikut: 

1. Jam kerja efektif per hari = 1 (satu) hari x 5 (lima) jam = 300 (tiga 

ratus) menit; 

2. Jam kerja efektif per minggu = 5 (lima) hari x 5 (lima) jam = 25 (dua 

puluh lima) jam = 1500 (seribu lima ratus) menit; 

3. Jam kerja efektif per bulan = 20 (dua puluh) hari x 5 (lima) jam = 100 

(seratus) jam = 6000 (enam ribu) menit; dan 

4. Jam kerja efektif per tahun = 240 (dua ratus empat puluh) hari x 5 

(lima) jam = 1200 (seribu dua ratus) jam = 72000 (tujuh puluh dua 

ribu) menit. 

Jam kerja efektif akan menjadi alat pengukur dari bobot kerja yang 

dihasilkan setiap unit kerja. 

 

C. Waktu dan Unit yang Melaksanakan Analisis Beban Kerja 

1.   Waktu Pelaksanaan 

a.   pelaksanaan analisis beban kerja di setiap unit kerja di 

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
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dan Transmigrasi dilakukan secara konsisten dan 

berkesinambungan setiap tahun pada bulan November hingga 

Maret tahun berikutnya; dan 

b.   apabila dipandang perlu pelaksanaan analisis beban kerja 

pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu-waktu,  

misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang 

mengakibatkan perubahan sistem dan prosedur, 

penyempurnaan organisasi atau sebab yang lain sesuai dengan 

kebijakan pimpinan. 

2. Unit yang Melaksanakan Analisis Beban Kerja 

Analisis beban kerja dilakukan oleh tiap unit kerja yang secara 

fungsional mempunyai tugas menangani ketatalaksanaan/ 

kepegawaian dan secara berjenjang dikoordinasikan oleh sekretariat 

unit utama dan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut: 

a. dalam hal perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan 

formasi pegawai dilakukan oleh unit yang membidangi 

kepegawaian dan dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi 

Kepegawaian; dan 

b. dalam hal pengembangan organisasi dilakukan oleh unit kerja 

yang menangani organisasi dan tata laksana dan 

dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi organisasi dan tata 

laksana. 

 

D. Metode Analisis Beban Kerja 

Metode analisis beban kerja dapat menggunakan: 

1. metode teknik analitis, yaitu metode ilmiah dengan menggunakan 

pengukuran waktu yang teliti melalui pengamatan langsung; 

2. metode praktis empiris, yaitu berdasarkan pada pengalaman 

perorangan atau pemegang jabatan; atau 

3. metode identifikasi beban kerja, yaitu dengan mengidentifikasi beban 

kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per 

tugas jabatan. 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1447 
-11- 

 

E. Aspek-Aspek Dalam Perhitungan Beban Kerja 

1. Beban Kerja 

Beban Kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk 

perhitungan. Beban Kerja ditetapkan melalui program unit kerja 

yang dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. 

2. Standar Kemampuan Rata-Rata/Standar Prestasi 

Standar Kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan 

yang diukur dari satuan waktu yang digunakan maupun satuan 

hasil. 

a. standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu disebut 

dengan norma waktu. Norma waktu adalah satu satuan waktu 

yang digunakan untuk mengukur jumlah hasil pekerjaan yang 

dapat diperoleh. 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 

Contoh: 

Seorang pengetik  dalam  waktu  30  (tiga puluh) menit dapat 

menghasilkan 2 (dua) lembar ketikan. 

N𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 pengetik 𝑥 30 menit 

2 lembar ketikan 

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar 

kemampuan seorang pengetik adalah 30 (tiga puluh) menit 

untuk menghasilkan 2 (dua) lembar ketikan. 

b. standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil disebut 

dengan norma hasil. Norma hasil adalah satu satuan hasil yang 

dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu. 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 hasil =   hasil  

orang x waktu 

Contoh: 

Seorang analis jabatan untuk menghasilkan 1 (satu) uraian 

jabatan memerlukan waktu 2 (dua) jam. 

N𝑜𝑟𝑚𝑎 hasil =  1 uraian jabatan 

1 analisis jabatan x 2 jam 

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar 

kemampuan seorang analis jabatan untuk menghasilkan 1 

(satu) uraian jabatan adalah 2 (dua) jam. 
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F. Pendekatan dalam Mengidentifikasi Beban Kerja 

1. Hasil kerja 

Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Pendekatan 

menggunakan hasil kerja menghitung kebutuhan dengan 

mengidentifikasi beban kerja dan hasil kerja jabatan. Metode ini 

dapat digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik maupun 

nonfisik, tetapi dapat di kuantifikasi. Metode ini efektif dan mudah 

digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. 

Dalam menggunakan pendekatan ini, informasi yang digunakan, 

yaitu: 

a. wujud hasil kerja dan satuannya; 

b. jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang 

harus dicapai; dan 

c. standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. 

Pendekatan dengan metode ini akan menghasilkan kebutuhan 

pegawai yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kebutuhan Pegawai  =             ∑ 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎  𝑥 1 

𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Standar Kemampuan Rata-rata 

Contoh: 

Jabatan  : Penyortir. 

Hasil Kerja : Surat yang telah disortir. 

Beban Kerja/Target hasil: 2.500 (dua ribu lima ratus) surat setiap 

hari. 

Standar kemampuan penyortir: 450 (empat ratus lima puluh) surat 

per hari. 

Perhitungan kebutuhan pegawai: 

Kebutuhan Pegawai  =  2500 surat  𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 5,56  

450 surat 

Dibulatkan menjadi 6 (enam) orang. 

Jika angka yang dihasilkan dalam perhitungan desimalnya sama 

atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima) maka dibulatkan ke atas, 

sebaliknya bila hasil perhitungan angka desimalnya kurang dari 0,5 

(nol koma lima), maka dibulatkan ke bawah. 
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2. Objek kerja 

Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya 

bergantung dari jumlah objek yang harus  dilayani. Contoh jabatan 

yang menggunakan pendekatan ini adalah pramu tamu/resepsionis, 

dengan objek kerjanya adalah tamu. 

Pendekatan ini memerlukan informasi: 

a. wujud objek kerja; 

b. jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek  yang 

harus dilayani; dan 

c. standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. 

Pendekatan dengan metode ini akan menghasilkan kebutuhan 

pegawai yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kebutuhan Pegawai  =             ∑ Objek 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎  𝑥 1 

𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Standar Kemampuan Rata-rata 

Contoh: 

Jabatan  : Pramu tamu. 

Objek Kerja : Tamu. 

Beban Kerja : 150 (seratus lima puluh) orang tamu per hari. 

Standar kemampuan penyortir: 50 (lima puluh) orang tamu per hari. 

Perhitungan kebutuhan pegawai: 

Kebutuhan Pegawai  =  150 orang tamu  𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 3 

orang 

50 orang tamu 

Dibulatkan menjadi 6 (enam) orang. 

3. Peralatan kerja 

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. 

Pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang pekerjaannya 

bergantung pada peralatan kerja yang digunakan, seperti pengemudi. 

Beban kerja pengemudi bergantung pada kebutuhan operasional 

kendaraan yang harus dikemudikan. 

Dalam menggunakan pendekatan ini, informasi yang diperlukan, 

yaitu: 

a. satuan alat kerja; 

b. jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; 

c. jumlah alat kerja yang dioperasikan; dan 
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d. rasio jumlah pegawai per jabatan peralatan kerja (RPK). 

 

 

 

Pendekatan dengan metode ini akan menghasilkan kebutuhan 

pegawai yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kebutuhan Pegawai  =             ∑ Peralatan 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

 Rasio Penggunaan Alat Kerja 

Contoh: 

Satuan alat kerja : kendaraan dinas (mobil). 

Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja:  

a. pengemudi; dan 

b. montir. 

Jumlah alat kerja yang dioperasikan 20 mobil dinas. 

Rasio pengoperasian alat kerja: 1 Pengemudi 1 mobil dinas dan 1 

montir 5 mobil. 

Jumlah pegawai/pemegang jabatan yang diperlukan. 

a. Pengemudi 

Kebutuhan Pegawai  =  20 mobil dinas 𝑥 1 pengemudi = 20 

pengemudi 

1 mobil dinas 

b. Montir 

Kebutuhan Pegawai  =  20 mobil dinas 𝑥 1 montir = 4 montir 

5 mobil dinas 

4. Tugas per Tugas Jabatan 

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai 

pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. 

Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung kebutuhan 

pegawai dengan metode ini, yaitu: 

a. uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; 

b. waktu penyelesaian tugas; dan 

c. jumlah waktu kerja efektif perhari rata-rata. 

Rumus menghitung kebutuhan pegawai menggunakan pendekatan 

ini adalah: 

∑ Waktu Penyelesaian Tugas (WPT)  𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

 ∑ Waktu Kerja Efektif (WKE)   
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